
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1982 
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA 

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. 

b. 

C. 

bahwa modal dasar dan fungsi serta peranan Perusahaan 
Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta perlu ditingkatkan untuk lebih mampu 
mengembangkan usahanya sesuai dengan perkembangan 
saat ini; 

bahwa dalam rangka penyesuaian nama menjadi 
perusahaan umum daerah dan peningkatan modal dasar 
untukpengembangan usaha serta penyelesaian proyek-
proyek khusus yang mendukung program Pemerintah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 1982 perlu disempurnakan; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang 
Perusahaan Darah Pembangunan Sarana Jaya Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta; 

Mengingat 	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan 	Peraturan 	Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 
Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6173); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah 
Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 
2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002); 

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-
2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun 2018 Nomor 201); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

dan 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG 
PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang 
Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
(Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1982 Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 
(Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1991 Nomor 1) dan 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1011) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
be:_-ikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

d. Gubernur adalah Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

e. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

f. Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya yang selanjutnya 
disebut Sarana Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana 
Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

g. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah 
Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

h. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana 
Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

i. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Dewan Pengawas adalah organ Sarana Jaya yang bertugas melakukan 
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan 
kegiatan pengurusan perusahaan. 

k. Anggaran Daerah adalah Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 


